PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUS AN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO, 49 TMHUN 1966,

KAMYI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

mbatia ¢ surabt Menteri Koordinator Kompartimen Kesec jahteraan tanggal 29
Djanuari 1966 No.Mkk.IV/5/22 ;

imbang & bahwa untuk lebih meningkatkan daja guna Panitya Penampungan Korldan
Akibat "G 30 S" termaksud dalam Keputusan Presiden Ne.373 tahun
1965, maka keanggotaan dari Panitya btersebut perlu diperkuat dengan
wakil-wakil dari Presidium Kabinet Dwikora, Departemen Pendidikar
Dasar dan Kebudajaan, Departemen Agama, Departemen Penerangan, T4sk
Force Wanita (Fromt Nasional) dan Palang Merah Indonesia ;

1gingat ¢ . Fasel 4 ajat 1 Undang-undang Dgsar ;
24 Keputusag6Presiden lo.215 tahun 1964 jo Keputusan Presiden Nod38

tahun 1966 ;
3. Kepubusan Presiden No.373 tahun 1965 ;

MEMUTUSKAN:
Qnetapkan:

RT AMA& : Menambah keanggotaan Panitya Penampungan Korban Akibat "G 30 S ti_
maksud dalam Keputusan Presiden No.373 tahun 1965 dengan wakil-waki
dart @ a

l. Menteri Negara dpbk. Fresidium XKabinet, Brig.Djen.Pol. Mudjok
Kusumodird je, sebagai Wakll Ketua III msrangkap Anggota,

2+ Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudajaan,

3¢ Departemen Agama,

L. Departemen Penerangan,

5, Task Force Wanita {Front Nasionall,

6+ Palang Merah Indonesia,

nasing-maging sebagai anggota.

DUA Mengubah diktum KELIMA Keputusan Presiden No.373 tahun 1965 tersee
" but PERTAMA sehingga berbunji .

1. Tugas pokok dari Panitya adalah :

a. menampung korban keganasah oknun-ckrum "G 30 S", memberi Ian- ::
tuan, menjalurkan kembali kelapangar kerdja/kampung halamjnnanu.
e

b. memperikan bimbingan/indoktrinasi mental-kerochanian dan
gamaan sehingga mend jauhkan masjarakat dari akibat-akibat
busuk jang ditinggalkan oleh "G 30 gt

¢. mengumptlkan sumbangan-sumbangan dari masjarakat dan menjylury’
kapnja kepada para korban termaksud diatas.

2, Penentuan serta pengempurnaan-penjempirnsan lebih land jub diffe-
tapkan oleh Menteri Koordinator Kompartimen Kesed jaht eraan.
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TICA : Keputusan ini mulal berlaku pada hari ditstapkannjas-
Ditctapkan di Djakarta
pada tanggal 7 Muret 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO




